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ABSTRAK

Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu/Perpu)
merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang. Dalam
perpu ini belum diatur dengan jelas makna darurat atau hal ikhwal kegentingan
yang memaksa sehingga diperlukannya aturan-aturan yang merinci terkait hierarki
dalam perundang-undangan. Pada saat keadaan negara berada dalam kondisi
darurat, dengan hal itu presiden dalam waktu yang singkat harus membentuk
perpu sebagai aturan yang berlaku pada saat itu dan kedudukannya disamakan
dengan undang-undang.

Dalam penelitian ini Check and Balance menjadi acuan penting dalam
pemerintahan di  Indonesia. Terkait hal tersebut budaya demokrasi
berimplementasi pada kemusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu aspirasi rakyat menjadi prioritas dalam
pemerintahan. Adapun terkait hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat
dalam nomokrasi Islam seorang pemimpin mempunyai kewenangan dengan
menentukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi, mengayomi dan
menertibkan. Hal tersebut sesuai dengan tugas presiden dalam menentukan suatu
kebijakan yang mempunyai output berupa perpu yang hierarkinya sederajat
dengan undang-undang.

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah Library Research yang
meneliti tentang hierarki kedudukan perpu yang dijalankan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi DPR. Penelitian ini meninjau permasalahan tersebut dengan
teori nomokrasi Islam.

Terkait pemerintahan di Indonesia dalam tinjauan nomokrasi Islam secara
garis besar sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya
Tupoksi DPR yang mempunyai kesamaan dengan Dewan syuro’ sehingga dalam
pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam
yaitu dengan cara bermusyawarah dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan.
Sehingga perpu tidak dapat digunakan sewenang-wenang karena adanya batasan-
batasan kekuasaan yang dimana perpu diawasi oleh lembaga legislatif dan
yudikatif.

Kata Kunci: Perpu, Tupoksi DPR, Nomokrasi Islam
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A. Konsonan Huruf Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

) alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

- Ba’ B Be

Il ta’ T Te

& sa S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

z ha’ H ha (dengan titik di bawah)
t kha’ Kh ka dan ha

3 dal D De

A zal Z Set (dengan titik di atas)
J za’ R Er

J zai 4 Zet
Y sin S Es
uj:, syin Sy Es dan ye
% sad S es (dengan titik di bawah)
ub dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
I za’ Z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain ‘ koma terbalik di atas
'& gain G -

o fa’ F -

A3 qaf Q -

A kaf K -

d lam L -

Vi




a mim M -
O nun N -
K] wawu W -
2 ha H -
3 hamzah ¢ Apostrof
T ya’ Y -

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

°

‘1-’:9:43\ ditulis Ahmadiyyah
Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
delad ditulis jamaa‘h

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
:«@j:ﬁ‘ i-:“\/)S ditulis karamatul-auliya’

Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, nasing-masing
dengan tanda (-) hubung di atasnya

Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya’ mati ditulis ai, contoh:

S0
es-‘.-.‘-.‘ ditulis Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

djﬂ ditulis Qaul
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G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan
Apostrof (¢)

80%
«

Al ditulis A ’antum

2% s L ,
e ditulis Mu’annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

_ . so
2

Ol ditulis A/-Qur’an
oeldll ditulis A/-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

el ditulis As-sama’

w—oﬁ-‘ﬂ\ ditulis Asy-syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

o Al (55 ditulis Zawi al-furid
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu/Perpu) merupakan
suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang.® dalam penulisan
skripsi ini menggunakan singkat kata Perpu. Sebagai perwujudan dari sebuah Negara
Hukum rechstaat sudah seyogyanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki
aturan—aturan dasar dan ketentuan—ketentuan hukum yang bisa mengatur baik secara
fungsi dan struktural antara rakyat dan Negara (dalam konteks kehidupan bernegara)
maupun dalam sistem pemerintahannya sebagai ciri dari konfigurasi negara modern.
Dalam ilmu ketatanegaraan modern aturan—aturan dasar ini biasa dikenal dengan

istilah konstitusi.

Adapun konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan
sebutan Undang — Undang Dasar 1945 (UUD).”? Indonesia dalam pengertian

rechstaat adalah negara hukum yang demokratis, Negara yang berdasar pada norma-

! Drs. C.S.T. Kansil, SH. Praktek Hukum Perundangan Di Indonesia.,(Jakarta: Penerbit
Erlangga, 1982)

2 Moh. Mafud MD, Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka
Citra, 2001), him, 71-72.



norma hukum yang berlaku.® Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum
bisa dilihat pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum.” Sementara pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan demokrasi

juga secara gamblang disebutkan pada beberapa pasal.

Sementara Indonesia adalah Sebuah Negara demokrasi bisa dicermati pada
beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, “Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, wujud nyata
Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat dalam UUD 1945 yang
melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan pejabat publik di Indonesia, seperti

halnya yang diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1).

UUD Negara RI 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-
undangan antara undang-undang (UU) dengan Perpu. Dalam Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
ditentukan bahwa Perpu sejajar dengan UU. Secara substansial materi perpu adalah
UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya.
Daya berlaku Perpu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan
nasib Perpu tersebut, diterima atau ditolak oleh DPR. Sehubungan dengan hasil itu,
dalam Pasal 24C UUD Negara RI 1945 secara tegas, tidak untuk menguji Perpu.

Namun dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapakali

® Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina llmu,
1987), him. 72.



judicial review. Diantaranya adalah judicial review dalam kasus grasi Ola pada
zaman pemrintahan SBY dan judicial review dalam kasus tindak pidana terorisme

bom bali.

Makna kedudukan Perpu dibawah UU jika dilihat dari hierarki peraturan
perundang-undangan di atas kita dapat mengetahui bahwa UU dan Perpu itu memiliki
kedudukan yang sejajar/sederajat. Lalu kapan suatu Perpu dianggap/dikatakan berada
dibawah UU dan kapan suatu Perpu dianggap/dikatakan berada sejajar/sederajat
dengan UU. Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait permasalahan kedudukan
hierarki Perpu dan UU yang terkadang Perpu mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi dari pada UU. Padahal seyogyanya bahwa UU seharusnya lebih tinggi

kedudukan hierarkinya dari pada Perpu.

Selama ini UU selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan
dalam keadaan normal, atau menurut Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan
disetujui bersama DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Perpu
dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya ‘“suatu ikhwal
kegentingan yang memaksa”.* Perpu ini kadang-kadang dikatakan sama dengan UU
karena belum disetujui oleh DPR.> Dalam hal ini dijelaskan bahwa Perpu bisa
dikeluarkan dalam keadaan genting. Dengan keadaan seperti ini juga memperlihatkan

bahwa Perpu lebih tinggi derajatnya dibandingkan UU. Padahal Perpu tersebut dibuat

* Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya,
(Kanisius: Yogyakarta, 2007), him. 80.

> lbid, him. 96



harus berpatokan atau berlandaskan kepada UU. Perpu dibuat juga untuk mematuhi
peraturan UU. Dan Perpu dibuat bukan untuk sewenang-wenang hanya demi tujuan

politik semata.

Dalam hal ini perbedaan yang tegas antara UU dengan Perpu. TAP MPR
No.I1I/MPR/2000 menempatkan UU di atas Perpu. Dengan demikian, Perpu
tergolong dalam "peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang".
Sekarang, setelah ditetapkannya TAP MPR No.llI/MPR/2000, dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-undang Dasar 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-
undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan

Pemerintah Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Dalam hal ini ditemukan permasalahan terkait kedudukan Perpu lebih tinggi
dibandingkan UU dan penulis mengindentifikasi dengan perspektif Nomokrasi Islam
terhadap situasi Perpu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan UU.
Sementara dalam islam persoalan tentang Undang-Undang dan perpu lebih
spesifiknya disinggung dibagian prinsip-pirnsip dalam nomokrasi islam. Islam
walaupun tidak secara spesifik menjabarkan tentang UU dan Perpu, namun dapat
mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya terutama dalam nomokrasi islam untuk
dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat polemik sisi keadilan dari kedudukan

UU dan Perpu.



Dalam Nomokrasi Islam terdapat tujuh prinsip yang dapat dipakai sebagai pisau
analisis untuk melihat permasalahan tersebut diantaranya adalah Kedaualatan
(otoritas tertinggi), Pengambilan Keputusan, Sendi Utama Pengelolaan Negara,

Relasi Negara dan Masyarakat, Supermasi Hukum, Tujuan Negara, Ketaatan Rakyat.

Ketujuh prinsip tersebut mengandung nilai-nilai  luhur untuk dapat
menjernihkan pemikiran terkait persoalan UU dan Perpu. Dalam membahas tentang
pengambilan keputusan, menurut perspektif nomokrasi islam haruslah dengan cara
musyawarah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Atas dasar inilah penulis akan
mencoba menguraikan persoalan kedudukan UU dan Perpu dengan mengacu pada

prinsip-prinsip yang terdapat dalam nomokrasi islam sebagai pisau analisisnya.

Dari pemamparan singkat diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perpu di Indonesia perspektif nomokrasi Islam?
2. Bagaimana kewenangan DPR dalam perpu perspektif nomokrasi Islam?

3. Bagaimana perspektif nomokrasi Islam terhadap tugas dan fungsi perpu?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena
setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsipnya memiliki
tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya,
maka dalam penulisan ini terdapat tujuan penelitian secara subjektif dan

objektif, yaitu:

a. Tujuan subjektif
Tujuan subjektif dari penelitian serta penulisan ketatanegaraan ini
adalah untuk melengkapi syarat untuk jenjang pendidikan Strata-1
(S1), dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
b. Tujuan Objektif
1) Untuk dijadikan ilmu pengetahuan tentang tupoksi DPR dalam
membuat suatu kebijakan yang mempunyai peran untuk mengatur
hierarki peraturan.
2) Memberikan informasi tentang hierarki kedudukan Perpu dalam

perspektif Nomokrasi Islam.



2. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritik penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan
keilmuan kita tentang bagaimana memahami peraturan pengganti
perundang-undangan (Perpu) dengan Undang-undang (UU) agar tidak
salah dalam mengambil keputusan.

b. Secara praktis penelitian ini berguna menambah ilmu pengetahuan
baik semua kalangan, khususnya para peneliti dibidang hukum
sekaligus sebagai sumber informasi bagi para pemegang kekuasaan.

c. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi alternatif
bagi yang berminat dalam sebuah penelitian hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan penelitian berdasarkan
penelusuran terhadap skripsi penulis tentang “Perpu Perspektif Nomokrasi Islam”.
Belum pernah diadakan penelitian oleh peneliti lain. Tema yang hampir serupa
pernah ditulis oleh Andi Fauziah Nurul Utami yang merupakan mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013 yang berjudul “Analisis Hukum



Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan”.®

Dalam skripsi Andi Fauziah Nurul Utami lebih mengarah pada analisa hukum
terkait hierarki secara keseluruhan yang menjelaskan mengenai hierarki dari tingkat
tertinggi ke tingkat peraturan yang rendah. Adapun peraturan yang dibahas yaitu
UUD, Tap MPR, UU/ Perpu, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Dan
Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam tingkat hierarki inilah yang menjadi analisa dari
skripsi Andi Fauziah Nurul Utami. Dalam hal ini penulis mempunyai persamaan
mengenai pembahasan yang dianalisa oleh skripsi Andi Fauziah Nurul Utami yaitu
terkait tentang hierarki suatu peraturan. Lain dari pada itu yang menjadi perbedaan
dengan skripsi penulis yaitu adalah cakupan peraturan yang dikaji. Penulis hanya
membahas mengenai Undang-undang dan Perpu saja sedangkan skripsi Andi Fauziah

Nurul Utami membahas secara keseluruhan.

Lain dari pada itu terdapat pula skripsi yang hampir serupa ditulis oleh Andi
Saputro yang berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
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Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”.” Dalam skripsi tersebut membahas

mengenai kedudukan Perpu dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Terkait

® Andi Fauziah Nurul Utami, “Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Ri Dalam Hierarki
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Makassar, (Tahun 2013)

" Andi Saputro, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem
Perundang-Undangan Indonesia”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
(Tahun 2010)



skripsi Andi Saputro ini mempunyai persamaan pembahasan dengan penulis, yaitu
mengenai kedudukan perpu. Adapun yang menjadi perspektif penelitian dari skripsi
Andi Saputro hanya membahas perpu saja, sedangkan penulis meneliti mengenai
undang-undang dan perpu. Oleh karena itu yang menjadi perbedaan adalah subjek

kajian yang dikajinya.

Adapun skripsi yang di tulis olen Afib Ermawan Fakultas Hukum Universitas
Muria Kudus yang Berjudul Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap
Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.° Dalam skripsi
tersebut membahas mengenai Kewengan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian
Perpu. Sebenarnya mempunyai hubungan yang berkorelasi dengan skripsi penulis
akan tetapi yang menjadi pokok fokus dalam skripsi penulis adalah kewenangan dari

Eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian skripsi dari Andi Fauziah Nurul Utami, Andi Saputro dan
Afib Ermawan mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Hierarki peraturan yang
dikaji mempunyai persamaan objek kajian, akan tetapi dalam subjek kajian ada
sedikit perbedaan dan ditekankan lagi skripsi penulis dalam menganalisisnya

menggunakan perspektif nomokrasi islam.

E. Kerangka Teori Nomokrasi Islam

8 Afib Ermawan, Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Undang-Undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (Tahun 2014)
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Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori Ibn Khaldun yang membagi negara
kedalam dua kelompok, yaitu (1) negara kekuasaan alamiah (mulk tabi’iy) dan (2)
negara kekuasaan politik (mulk siyasi).® Kelompok pertama ditandai dengan
kekuasaan yang sewenang-wenang (desptisme) dan cenderung memakai hukum
rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tidak berperadaban. Kelompok kedua

kebalikan dari kelompok pertama.

Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam bentuk negara, yaitu mulk
siaysah diniyah (nomokrasi islam), mulk siyasah ‘aqilah (sekular), dan mulk siyasah
madaniyah. Negara tipe pertama (mulk siyasah diniyah), menjadikan syari’ah islam
sebagai pondasinya. Malcolm H. Kerr dan Wagar Ahmad Husaini menyebutnya
dengan Nomokrasi Islam. Karakter mulk siyasah diniyah adalah memerankan dan
memfungsikan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam keidupan bernegara.
Adapun tipe kedua (Mulk Siyasah ‘Agqilah) hanya mendasar pada hasil rasio manusia
tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (Mulk Siyasah Madaniyyah)*® merupakan negara
yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki

hak pilih.*!

® Muhammad Nur, NIl (Negara Islam Indonesia) No NIl (Negara Indonesia Islam ) yes
Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern, cet 1, (Yogyakarta: SUKA-Press Uin
Sunan Kalijaga, 2011), him 5.

9 Malcolm H. Kerr, Islamic Reform The Politicaland Legal Theories o0 Muhammad Abduh
and Rashid Ridha, (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), him. 29.

'S, Wagar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih bahasa dari Islamic
Environmental System engineering oleh Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), him.
217-232.
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Posisi Manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki
dan mutlak adalah Khalifah Allah yang maknanya adalah pengemban amanah Allah
(Delegation of Authority). Dalam hal ini Allah melimpahkan tugas kepada manusia
untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-
Nya. Jika konsep khalifah itu dibawa ke konteks kenegaraan, maka manusia berfungsi
sebagai pengemban kewenangan dari Allah. Al-Qur’an mengatakan Allahlah pemilik
kekuasaan, ia akan limpahkan dan mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang ia

kehendaki.

Adapun dalam Nomokrasi Islam, terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang
oleh manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu sebagai pemimpin
maupun yang dipimpin (warga negara). Ketujuh prinsip tersebut yaitu Kedaulatan
(Otoritas Tertinggi), Pengambulan Keputusan, Pengelolaan Negara, Relasi Negara
dan Masyarakat, Supremasi Hukum, Tujuan Negara, Ketaatan Rakyat, Metode

Penelitian

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai dalam mencapai sebuah tujuan
dan membuat sebuah hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian
dengan permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian
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Penelitian ini adalah Studi pustaka (Library Research) yang meneliti tentang
hierarki kedudukan perpu yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
DPR. Dalam hal ini mengumpulkan sebuah data dan informasi dengan menggunakan

metode menelaah bahan-bahan pustaka terkait penulisan.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang terbatas
mengungkapkan kedudukan perpu yang disesuaikan dengan tupoksi DPR yang
ditinjau dari segi keadilan perspektif nomokrasi islam, kemudian dianalisis untuk

mengungkapkan makna-makna dibalik fakta tersebut.'?
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan melihat dan menelaahh

undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan undang-undang dan perpu.
4. Analisis Data

Liteatur-literatur data terkait kedudukan hierarki perpu berikut dengan tupoksi
DPR dihimpun dan diuraikan, kemudian literartur yang diperoleh diseleksi dan
diklarifikasi secara sistematis dan logis. Kemudian di analisis dengan teori nomokrasi
islam. Adapun indicator nomokrasi islam menjadi acuan dalam membedah

permasalahan yang akan diteliti.

12 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora
Pada Umumnya), cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 338.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka

sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab.

Pada Bab I, Menjelaskan tentang Alur dan sistematika dalam penelitian ini
yang terdiri dari lima diantaranya Bab Pertama sebagai pendahuluan berisi tentang
Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah
pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-
bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis tentang kegelisahan akademik
dan signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang

pernah diajukan, serta pendekan dan teori yang digunakan.

Pada Bab Il, Menjelaskan tentang teori yang menjadi acuan dalam mengkaji
suatu permasalahan. Adapun yang menjadi acuan teori yang digunakan adalah dengan
Perspektif Teori Nomokrasi Islam. Selain itu dalam bab ini penulis menjelaskan

tentang Tupoksi DPR dan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan.

Pada Bab Ill, Menjelaskan tentang data yang sedang terjadi, adapun data yang
diperoleh adalah penjelasan mengenai kedudukan Undang-undang dan Perpu yang
sedang terjadi di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula mengenai check and balance

dari pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam proses legislasi.
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Pada Bab IV, Menjelaskan tentang Analisa data berupa Kedudukan UU dan
Perpu dengan tinjauan perspektif Nomokrasi Islam dan Tupoksi DPR. Adapun yang
menjadi indikator dalam teori tersebut. Penulis akan mengkaji dengan perspektif

indikator teori

Pada Bab V, Menjelaskan tentang kesimpulan dari jawaban sebuah rumusan
masalah yang dijelaskan secara garis besar. Selain itu penulis dalam bab ini

menjelaskan saran yang diberikan terkait penulisan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal ini kedudukan perpu sudah sesuai dengan perspektif nomokrasi
islam karena dalam pembentukan peraturan yang dirancang oleh presiden yang
berbentuk perpu sudah memenuhi asas tujuan negara yaitu untuk kemaslahatan
umat dalam mengatasi keadaan yang darurat.. Pada dasarnya pilar pemerintahan
di Indonesia termaktub dalam pancasila sehingga peraturan-peraturan yang dibuat
oleh pemerintahan harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai hierarki tertinggi
tentang cakupan peraturan yang harus dipenuhi oleh perpu. Oleh karena itu
kedudukan perpu berada dibawah hierarki Pancasila, UUD 1945 dan UU.
Sehingga perpu tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Adapun pengaturan tentang
perpu dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 22 dan UU No. 12 tahun 2011 pasal 7
sehingga kebijakan presiden dalam pembentukan perpu harus sejalan dengan

peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Lain daripada itu kewenangan DPR dalam hal ini menjadi penyeimbang
terhadap keabsolutan pemerintahan presiden yang dikenal dengan Check and
Balance sehingga kedudukan perpu tidak dapat digunakan dengan sewenang-
wenang dalam keputusan perpu. Dalam hal ini DPR mempunyai kewenangan
dalam mengkaji, merancang dan mengklarifikasi agar perpu dapat disempurnakan

menjadi undang-undang.

81
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Pengambilan keputusan presiden berupa perpu sudah memenuhi asas
pengambilan keputusan perspektif nomokrasi Islam. Pengambilan keputusan
perspektif nomokrasi Islam menggunakan cara musyawarah untuk menentukan
suatu kebijakan. Dalam hal ini kewenangan DPR sudah sesuai dengan Dewan
Syuro’, adapun kedua dewan tersebut selaras dalam menyiapkan peraturan yang
lebih baik karena melalui tahapan musyawarah yang benar-benar matang. Berbeda
halnya dengan perpu yang dibentuk dengan cepat, hal tersebut dikarenakan berada
dalam situasi yang mendesak. Akan tetapi perbedaan dalam kewenangan kedua
dewan tersebut adalah sumber hukum yang digunakannya. Sumber hukum yang
digunakan dalam kewenangan DPR adalah UUD 1945 sedangkan sumber hukum

yang digunakan oleh Dewan Syuro’ mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist.

Adapun kesimpulan dalam tugas dan fungsi pengelolaan negara di
Indonesia perspektif nomokrasi Islam sudah sesuai dikarenakan kebijakan dalam
suatu peraturan sudah berlaku adil dengan menjalankan tugas dan fungsi terkait
lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola negara.
Indonesia mempunyai tiga lembaga tertinggi dalam penglolaan negara yaitu

eksekutif, legislatif dan yudikatif.

B. SARAN

Dalam skripsi ini sebenarnya sangat menarik terkait tentang kedudukan
perpu yang dimana aturan-aturan pembentukan tersebut hanya mengatur tentang
peraturan yang darurat. Adapun pembahasan mengenai hal ikhwal kegentingan

yang memaksa atau darurat belumlah jelas spesifikasinya. Oleh karena itu
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diharapkan keilmuan hukum di Indonesia mengkaji kembali terkait landasan
pokok hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat diatur kembali secara

rinci dan jelas.
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DAFTAR TERJEMAHAN

No

HALAMAN

BAB

FN

TERJEMAHAN

15

13

Sesungguhnya  Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.

16

14

Dan (bagi) orang-orang Yyang menerima
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.

17

15

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah
kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan
(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

19

16

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-
anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan
di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang
baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan
kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah kami ciptakan.




26

17

Sesungguhnya  Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha melihat.

29

18

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu
ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu
turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
Syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

20

19

Telah menceritakan kepada kami Hannad
berkata, telah menceritakan kepada kami Abu
Mu’awiyah dari Al A’masy dari Amru bin
Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia
berkata, “Ketika perang badar usai dan para
tawanan didatangkan Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam” bersabda: “apa pendapat kalian
mengenai para tawanan itu... lalu perawi
menyebutkan kisah yang panjang dalam hadist
ini.” Abu Isa Berkata, “Dalam bab ini juga ada
hadist dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu
Hurairah, ia berkata,” “Aku tidak pernah melihat
seseorang yang paling sering bermusyawarah
dengan para sahabat selain pada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam.”

30

19

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.




LAMPIRAN 1.1

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR
BAB |
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. ***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)



BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan
umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***%*)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
Ibu Kota Negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang
terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-undang Dasar. ***)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau  Wakil
Presiden. **#/ x**)

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.***/****)

BAB Il
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil
Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.*)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden
dan Wakil Presiden.***)

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.**



Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. ***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum.***)

(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari
lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya
dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang
memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Woakil
Presiden.****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur
dalam undang-undang.**¥*)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.***)
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(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenubhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi
hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat.***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-
adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh
hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah
Konstitusi.***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk
memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh
hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis
Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¥ dari jumlah anggota
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,
setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan
Rakyat.*** )

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai
habis masa jabatannya.*** )

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu
enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang
untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,
pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga
puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan
sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon
Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara
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terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

(2) Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

(3) “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada
Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

(1) “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik —
baiknya dan seadil —adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak
dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah
Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-
undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-
undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
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(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah agung.*)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan
nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam
undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)
BABV
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam
undang-undang.***)

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.**)



(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.** )

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan
Pusat.**)

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.**)

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan
undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** )

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.** )

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** )

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)



(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas olen Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* )

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* )

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
untuk menjadi undang-undang.* )

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak
disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-
undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.** )

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap
anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang.*)

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)
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BAB VIIA**%*)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan
umum.*** )

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** )

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-
undang.***)

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama.***)

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali.*** )
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah
adalah perseorangan.*** )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.***)

BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.*** )

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan
olen Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***
Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***
Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,
tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***
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BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** )

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sesuai dengan kewenangannya.*** )

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau
badan sesuai dengan undang-undang.*** )

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan
oleh Presiden.***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki
perwakilan di setiap provinsi.***)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan
undang-undang.***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
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(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden.*** )

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta
badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di
bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** )

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.*** )

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-
undang.***)

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** )

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang
oleh Presiden. ***)

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi.***

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat negara.*** )

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang
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BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang.** )

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia.**)

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
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BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.** )

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.**)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.**)

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.**)

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.**)
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Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari
negara lain.**)

Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.**)

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )

Pasal 28l

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun.**)

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
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Pasal 28]

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.** )

BAB XI
AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XIlI
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)
Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara.** )

(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai
kekuatan pendukung.** )

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum.**)

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-
syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur
dengan undang-undang.** )
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BAB XIlI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.****)

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.**** )

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya
nasional. **** )

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.****)
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Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-
undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
**)
Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.
Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal
Ika.**

Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)
Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta
Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
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Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis
dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan
persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari
seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan.**** )

ATURAN PERALIHAN

Pasal |
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal 11
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

Pasal 111
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan
sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah
Agung.****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal |
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****

Pasal 11
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasa|****)
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Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.**** )

Ditetapkan di Jakarta

Pada tangal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;
- Perubahan Pertama  : *

- Perubahan Kedua i

- Perubahan Ketiga p

- Perubahan Keempat : ****



LAMPIRAN 1.2

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.82,2011  ADMINISTRASI.

Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan. Teknik Penyusunan. (Penjelasan

Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu,
dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan
kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-
undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-
undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang
mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung
perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf ¢, perlu membentuk

2011, No.82 2

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

XX
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Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara
atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat denganpersetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

32011, No.82

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan
bersama Bupati/Walikota.

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan
hasil  penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu vyang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan
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Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan
hukum masyarakat.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,
Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam
Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4
Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi
Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan
pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
kejelasan tujuan;
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;
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Pasal 6
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kejelasan rumusan; dan
keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
pengayoman;

kemanusiaan;

kebangsaan;

kekeluargaan;

kenusantaraan;

bhinneka tunggal ika;

keadilan;

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-
undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 5 2011, No0.82

Pasal 7

BAB IlI
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial,
Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat.
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Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

Pasal 10
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.82.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-
Undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan
Mahkamah Konstitusi; dan/ataupemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tindak
lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan
materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-
Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-
Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14
Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih
lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15
Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
Undang-Undang;
Peraturan Daerah Provinsi; atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat
ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
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